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BAB I
PROLOG

Salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat dunia
saat ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energi.
Tantangan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah
penduduk yang setiap tahun terus meningkat. Pada tahun
2050, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 9,8 miliar. -
Angka ini meningkat lebih dari 2 miliar, dari jumlah
penduduk pada tahun 2019 yang hanya 7.7 miliar jiwa.!
Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi dengan
jumlah penduduk tersebut, maka minyak nabati menjadi
salah satu bahan yang dibutuhkan. Dengan jumlah
penduduk sebanyak tersebut, diproyeksikan permintaan
minyak nabati akan mencapai 220 juta ton hanya untuk
kebutuhan pangan. Jika biodiesel dimasukkan dalam
perhitungan, maka dibutuhkan 310 juta ton dalam
memenuhi kebutuhan pangan dan energi masyarakat dunia.
Angka meningkat hampir dua Kkali lipat dari tahun 2019
yakni hanya 170 hingga 180 juta ton. 2

Untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati ini
terdapat berbagai tanaman yang bisa digunakan. Setidaknya
terdapat 4 sumber minyak nabati utama yang berkontribusi
terhadap pemenuhan 85% konsumsi dunia, yakni : (a) Sawit

1 United Nations 2019 World Population Prospects 2019 Highlight United
Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. hal
3. Dapat diakses secara daring melalui

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/ WPP2019_Highlights.pdf

2 Jean-Marc Roda. 2019. Politik dunia di balik pengembangan kelapa sawit
Indonesia dan Malaysia. The Conversation, Dapat diakses secara daring
melalui:  https:/theconversation.com/politik-dunia-di-balik-pengembangan-
kelapa-sawit-indonesia-dan-malaysia-120168 diakses pada 6 Juli 2020
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Pada bagian pertama buku ini menguraika
perkebunan sawit dan deforestasi yang men
terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia.

kedua diuraikan skema perlindungan keanekaragaman hayati

baik dalam perspektif hukum internasional, hukum nasional,
hingga secara spesifik pada perlindungan keanekaragaman i
hayati dalam perkebunan sawit. Pada bagian terakhir diuraikan
secara singkat dampak pengesahan Undang-Undang Cipta i

Kerja terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia.
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